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KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR PELAYANAN

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI

Menimbang i a. bahwa untuk mevrn-rjudkan kepastian tentang hak, tanggung
jawab, kewajiban dan kern"enangar:. seluruh pihak terkait
dalam pcnyelenggaraan pelayanan publik dan dalam rangka
mewujucikan sistem penyeienggaraan pemerintahan sesuai
dengan asas-asas umum pen5'elenggaraan pemerintahan
yang baik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan pubiik dan
sebagai acuan ukuran kineria pelayanan sebagaimana
dimaksud huruf a rnaka perlu ditetapkan Keputusan Kepala
Dinas Sosial tentang Standar Pelayanan.

Mengingat : a. Undang-Undang Republik In<lonesia Nomor 25 Tahun 2OO9
r.enr,ang PeiaS'anan Publik' (I.ernbaran Negara Rcpublil<
Indonesia Tahun 2009 Nomor ll2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ot4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
-lahun 2Oi4 Irlomor 244, Tambahan Lembaran I{egara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah cliubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan anterra Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A22 iliomor 4, Tambahan Lembaran i.[egara Repubiik
Indonesia Nomor 67571;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
2Ol2 tentang Petraksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Incionesia Tahun 2Oi2 iilomor 2i5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2Al4 tentang
Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraluran Daerah Nomor 13 Tahun
201,6 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wonogiri (Lernbaran Daerah Kabr-rpaten Wonogiri
Tahun 2023 Nomor 5, Tamkrahan Lembaran Daerah
Kabupalen Wonogiri Tahun 2A23 Nomor 2O4l;

b.

C.

d.

e.



Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 65 Tahun 2023 tentang

b;;;""si dan Tatakerja Dinas Sosial'

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

standar Pelayanan pada Dinas sosial Kabupaten wonogiri

sebagaimana terca,[um dalam lampiran keputusan ini.

standar pelayanan pada Dinas sosial sebagaimana dalam

Diktum fBSAtU meliputi 10 (Sepuluh) Pelayan6rn yaitu:

MEMUTUSKAN

a Sosial.
LKS/Orsos

Di Bidang Usaha Kesejahteraart Sosial.
Penerbitan Izin Pengumpulan Uang atau Barang.
Penyedian Jasa pemakaman PGOT dan Kelayan panti
Jompo.

6. Pemberian Layanan Rujukan.
7. PermohonanlzinPengangkatan Anak (ADOPSI).
8. Pengiriman Anak Terlantar Ke Panti Sosial.
9. Permohonan Informasi Publik.
10. Pengaduan Masyarakat.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU dipergunakan sebagai acuan yang harus
dilaksanakan oleh petugas/pelaksana Dinas Sosial
Kabupaten Wonogiri dan sebagai kriteria penilaian kineda
pelayanan oleh pimpinan organisasi penyeletaggara, aparat
pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan
pelayanan publik.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan dibetulkan kemudian.

Ditetapkan di Wonogiri
pada Tanggal 5 Juni 2024

1.
2.
3.

4.
5.

AS SOSIAL



LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAIT
usuLAN/ PEI{GTTAPUSAII/ PENGALTTTAN pBrdK

DINAS SOSIAL KABIIPATEN WONOGIRI

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN

1. Persyaratal 1. Surat Keterangan dari Desa/ Kelurahan
disahkan oleh Camat menerangkan bahwa
warga tersebut tergolong keluarga fakir
miskin/ orang tidak mampu (FM/ OTM)
terdaftar dalam DTKS diutamakan bagi
penderita penyakit kronis;

2. Fotokopi KTP dan KK;
3. Rekam medis/surat keterangan dokter

rumah sakit (bag warga penderita penyakit
kronis);

4. Khusus untuk permohonal Penghapusan
kepesertaan PBI-JK membuat Surat
Pernyataan pengunduran diri dari
kepesertaan PBI PBPU BP PEMDA (APBD)
bermaterai 1O.OOO.

) Sistem Mekanisme dan
Prosedur

1. Pemohon mengajukan usulan/
penghapusan / peng-alihan PBI-JK.

2. Petugas melakukal input data usulan.
3. Tirn verifikasi rnelakukan pengecekan pada

usulan wa-rga dan kemudian
menyampaikan kepada pimpinan untuk
mendapatkan persetujuan.

4. Pimpinan memberikan persetujuan pada
usulan PBI-JK.

5. Petugas memberikal nomor register dan
menyampaikan usulan PBI-JK ke Dinas
Kesehatan dan BPJS Kesehatan

3. Jangka Waktu Pelayanan 10 Menit
+. Biaya/tarif Tidak dipunzut biaya/sratis
5. Produk Pelayanan Usulan bag warga penderita penyakit

kronis/peng-hapusan/pengalihan penerima
bantuan iuran iaminan Kesehatan (PBI-JK)

6. Penanganan Pengaduan,
Saran dan Masukan

1

2
-\)

4
5
6

Kotak Saran/Pengaduan
SP4N LAPOR
Face book @.Dinas Sosial Kabupaten
Wonogiri)
Instagram ((u,dinso s_uronogiri)
Teiepon/Fax (0273) 32 1018
Chat WA ke nomor pelayanan PBI-JK Dinas
Sosial Kabupaten Wonogiri (085 i868 178 18),

PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2OO4

tentang Slstem Jaminan Sosial Nasional
(Lernbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 150, Tambaharr
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);



) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9

,J.

tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a9671;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2oll
tentang Penanganan Fakir Miskin
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2}ll Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5235);
Peratural Pemerintah Nomor 39 Tahun4.
2A12 tentang Penyelenggaraan

5.

Kesejahteraan Sosiai (Lembaran I\egara
Republik Inclonesia Tahun 2Al2 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 529fl;
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun
201,2 tentang Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Repubiik incionesia 2012 i\omor 264,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 5372) sebagaimana telah diubah
tlengan Per atur-an Feirrerir:tair |'iorlur 7 5

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan i>emerintah I'{omor i01 Tahun
2Ol2 tentang Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara
Rcpubiik Iiidoncsia Tahun 2A',2 l{omor
226, T arnbahan Lernbar an Negara Republik
Indonesia l{omor 57 +5i;
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2Ol8
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indcnesia Tahun 2018
Nomor 165) sebagaimana telah diubah
r^^k^*^^^ 1,.. l; +^-^1.h;- Aonnnn Da*,rrr rraniJUiJU.i ciPii- j\d.f l LUictl\lrrl (rUllSall I LraLulcLrt

Presiden 54 Tahun 2O2O tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden
Nomor 82 'lahun 20i8 tentang -Iaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik
In.rlnneqio Trl-rrrn )n)i l\Inmnr 'l ?nl'Lvvt)

Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun
2Ol2 tentang Pedoman Pendataan dari
Penrrelolaen Data Penvandans fulasalah'--'D- - ---j-'--------D

Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan
Sumber K-esejahteraan Sosial (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2
Nomor 567);
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40
Tahun 201,2 tentang Pedoman Pelaksanaan
Program Jaminan Kesehatan Masvarakat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol2 Nomor lO29);
Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun
2Ol9 tentang Persyaratan dan Tata Cara
Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran
Jaminan Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor

6.

7.

8.

9.

L542



) Sarana dan Prasarana 1. RuangPusai Kesejahteraan Sosial Sistem
Layanan Rtrjukan Terpadu (PUSKESOS-
SLRT)

2. Buku tamu
3. Seperangkat PC
4. Jaringan telepon dan internet
5. ID Card Petugas
6. Kursi dan setrana tungzu lain

.)
\-) . Kompetensi Pelaksana 1. Lulusan SMA/Sl

2. Memiliki pe'ngetahuan dan pengalaman
terkait pelavanan

3. Mempunyai kemampan dalam menerima
dan komunikasi verkral yang baik

+ " Ramah dan sopan
4 Pegawasan Internal Pengaurasan internal dilakukan melalui

superrisi langsung secara berjenjang mulai dari
Kepala Dinas, Srkretaris, Kepala Bidang, Staf

5. Jumlah Pelaksana 2 orang
6. Jaminan Pelayanan Peiayanan diberikan sesuai dengan standar

pelayanan dan akan diberikan kompensasi
sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial
Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Pemberian
Kompensasi Terhadap Penerima Layanan Yang
Menerima Peiar..anan Ticiak Sesuai Dengan
Standar Pela3,'anan Pada Dinas Sosial
Kabupaten Wonogiri.

7. Jaminan Keamanan c',an
Keselamatan Peiavanan

1. Terdapat CCTV Pengawas
2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
3. Terciapat iaiur Evakuasi cian Titik Kr-rmpui
4. Tersedia Kotak P3K
5. Tersedia Penyimpanan Berkas dan Server

untuk men*r impan data.
6. Terdapat Petugas Keamanan
7. Feiavanarr kcpada rirasyaiakat ciiiakukarr

*""rr" [ransparan dan dapat
dipertanggungjau.abkan berdasarkan
peraturan yang berlaku

B. Evaluasi Kinerj a Pelaksana Laporan erraluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
1:- - .- - -j1--.- ! ..^^-J, .-t,-,,-..-. -- 1.-- ..--+.-:=ursirrrrPd.rKarr K('Pil-ua aaLasdrl riarrtisLrrrr{ irLdu
sekretaris dinas secara berkala

INAS SOSIAL



LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 47 TAHUN 2424
TENTANG STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYAITAIII
LAYANAN BAGI KORBAN BEITCANA ALATfi/ BENCANA SOSIAL

DINAS SOSIAL I(ABUPATEN WONOGIRI

NO KOMPONEN URAIAN

PEN'YAMPAIAN PELAYANAN
1. Persyaratan Laporan Asesmen dari Desa/ Kelurahan yang

terdampak bencana cliketahui Kecamatan.
Yang didalamnya memuat kronologi, dan
dokumentasi loto yang terdampak bencana.
KTP dan KK Korban Bencana.

1.

2.
2. Sistem, mekanisme, clan

prosedur
1. Laporan masuk diterima oleh petugas.
2. Petugas men,eriksa keiengkapan ciokumen

laporan,
3. Berkas naik ke Kepala Dinas Sosiai dan

diberikan disposisi ke Bidang Linjamsos.
4. Bidang Linlamsos memverifikasi dan

menginclentifikasi korban bencana untuk
acuan pemberian logistik atauPun
pendampingan korban.

5. Petugas menl.iapkan logistik sesuai ciengan
kondisi dan kebutuhan korban bencana
til ,--1----: .! .---- n..--:! 

^ 
'.--.. n -. -.I-..--ulicrlgKapl Cl(-.Ilgall IfcllLa f\uara rcllvcrallarr

Bantuan Bencana.
6. Petugas melakukan penyerahan bantuan

loeistik dan dokumentasi penyerahan.
J. Jangka waktu pelayanan Maksimal 7 ]:rari keria
4a. Biaya/tarif Ticiak iiipunci-ri 'vta\al Groiis
5. Produk pelayanan Bantuan logistik bencana dan dukungan

psikososial
6. Penanganan pengaduan,

saran dan
-1---- /----.. -j- -iIlias u.r(u-Iil aPl-trsLasl

Sarana pengaduran yang disediakan:
1. Kotak Saran/Pengaduan
N GNITT T AN/\NZ. JI-41\ Ir-f1r\,,ra

3. Face book
(@Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri)

4. Instagram (@.clinsos wonogiri)
5. Telepon/Fax (0273) 32 10 18

PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Dasar hr-rkurn 1. Undang-Undtrng Nomor 24 Tahun 2OO7

Tentang Penanggulangan Bencana
(Lembaran negara Republik Indonesia Tahun
1^A'7 \r^m^,. AA T^*1^^1- ^- I ^-1-^ -^-zvv t ltvrlrur uVt I qllf vq!141r L\ tlluql alr

Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2AO7

Tantang Pernbagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
D-^.,;--; .1^^ D^*^-.i-t^tr- Il^^-^tr

Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2OO8

Tentang Pen5rslgnggaraan Penalgguiangan
Bencana;



I

Peraturan Pemerintah Nomor'2'2 I anun 2vvb
Tentang Pendanaan dan Pengelolaan
Bencana;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008
Tentang Peran serta Lembaga Internasional
dan Lembaga Asing Non pemerintah Dalam
Penanggulangan Bencana;
Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008
Tentang Bacian Nasional Penanggulangar-t
Bencana;
Peraturan Menteri Sosiai Republik Indonesia
Nomor 9 tahun 2018 tentang standar teknis
pelayanan dasar pada standar pelayanan
minrmai bid.ang sosial cii oaerah provinsi dan
di daerah kabuPaten/kota.
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 201'8
tentang Stanclar Pelayanan Minimal
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahutr
2Ai8 i'iomor 2, Tambahan Lembaran i'iegara
Republik Indonesia Nomor 6178);

c.

7.

8.

2. Sarana dan Prasarlfra,
dan/atau fasilitas

1

2
J
4

Alat Tulis Kantor;
Komputer dan printer;
Aiat ciokurrientasi;
Sarana transportasi.

3. Kompetensi peiaksana
Telah mengikuti pelatihan manajemen
logistik bencana I tn mahami
perra'r-au s ah aarr b ar alg i o gi s'uik b encar-ra ;

3. Memahami regulasi tentang standar
pelayanan logistik bencana;

4. Mampu berkomunikasi dan menjalin relasi
dengan Lraik:

5. Tcliti dan ci'rmat dalam me mci iksa bci-kas
pers_yaratan administrasi;

6. Mampu menyusun laporan hasil kegiatan
penvaluran.

1. Pendidikan rninimal SMA sederajat

AT. D^.^ -^.,,^ ^^- i*r^-- ^li LIiE;dr\ arqir iiiLLi lldl
1 n;l^l--^-^1,- 1-o-io-i^^G :zr!lGi .]'r*ii. jr'-iicii'\Saii.ioilu Li JCudid uurJUrrJui16 riiurdi uar I

Kepala Bidang Periindungan dan Jaminan
SosiaL hingga Kepala Dinas;

2. Sistem pelaporan kegiatan penvaluran
logistik diiakukan setiap kali selesai
neiqlzsanqa l lre<ria te n

D. Jumlah pelaksana Minimal 3 Orang

6. Jarninan pelayanan 1. Pelayanan bagi korban bencana alarnf
bencana sosial dilaksanakan sesuai dengan
Stand.ar Operasicnai Prcsedur (SOP) dan
norma uraktu yang telah ditetapkan;

2. Penentuan jenis, jumlah logistik dan
dukungan psikososial adalah sesuai dengan
hasil asesmen lapangan.

J= Pelayanan r-Jiberika=n sesua-i clengan sta,ndar
pelayanan clan akan diberikan kompensasi
sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas
Sosial Nomor 37 Tahun 2024 Tenta"ng
Pemberian iiompensasi Terhadap Penerima
La-r,'anan Yrang Menerima Pelavanan Ticiak



Sesuai Dengan Standar Pelayanan Pada

Dinas Sosial Ka
1. Terdapat CCTV Pengawas
2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

3. Terdapat Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul
4. Tersedia Kotak P3K
5. Tersedia Pen.r:impanan Berkas dan Server

untuk menyimpan data.
6. Terdapat Pettigas Keamanan
7. Pelayanan bagi korban bencana alarnl

bencana sositrl akuntabel dan transparan;
8. Pelayanan bagi korban bencana alaml

bencana sosial dilaksanakan dengan
manajemen gudang yang baik clan barang
bantuan yang laYak;

9. Data dan tnformasi penerima manfaat
terj aga kerah asi annya'

Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

i. Evaiuasi peiayanan bagi korban bencana
alarnl bencatta sosial dilaksanakan setiap 3
(tiga) bulan;

2. Laporan evaluasi pelayanan bagi korban
bencana alamf bencana sosial dilakukan
berjenjang muiai clari i{epaia Biciang
Perlindungan dan Jaminan Sosial hingga
Kepala Dinas:

Evaluasi kinerj a Pelaksana

DiNAS SOSIAL
WONOGIRI



LAMPIRAI\I 3
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI
I{OMOR 47 TAHUN 2424
TENTANG STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN
PENERBITAN TANDA DAFTAR/TANDA DAFTAR ULANG LKS/ORSOS DI

BIDANG USATIA KESE.IATITERAAN SOSIAL
DINAS SOSIAL I{ABUPATEN $IONOGIRI

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN
1. Persyaratan Bagi LKSlOrsos berbadan hukum

Fotokopi akte pendirian LKS/Orsos
berupa akte notaris
Fotokopi Pengesahan sebagai Yayasan
dengan Keputusan lvlenteri Hukr-lm dan

a.
1.

2.

HAM.
3. Fotokopi Anggaran Dasar cian Anggararr

Rumah Tangga (AD-ART)

4. Memiliki program dan kegiatan pelavanan
di bidang penyeienggaraan kesejahteraan
sosial.

5. Susunan Pt:ngurus
6. Fotokopi Identitas Pengurus (KTP)

7, Daftar l{ama dan Idcn',.itas Kcla5,'an

8. Pas Foto Pengurus Ukuran 3 x 4 cm
9. Pas Foto Kelayan ukuran 3 x 4 cm
10. Memiliki alat sekretariat LKS/Orsos yang

jeias dan tepat ( Foto Papan nama, Foto

bangunan kantor/ Gedung dan Foto
t7--:^L^--\I\cBraLarrl

11. Fotokopi Ui., domisili LKS/Orsos yang
diterbitkan oleh pemerintah
d.esa/ kelurahan setempat.

12 Fotokoni Nomor nokok waiih oaiak NPWP]-r------ '-u-'- r-J---- \- - " - r'

13. Memiliki rekening bank atas nama
LKS/Orsos.

14. Memiiiki Rr:komendasi Bupati (LKSi L)rsos

Baru ) dan Rekomendasi LKKS Kabupaten
Wonogiri

b. Bagi LKS/Orsos tidak berbadan hukum
4 D^+^l.^ni nlzto ncnrlirirn I IZq /f.)ranc \ranqi, i u(vAvIJr

tertulis dalam bentuk nota kesepakatan
anggota, atas surat keputusan anggota,
atau surat keputusan dan/atau surat
pengukuhan dari pejabat pemerintah
seteran-af

2. Fotokopi anggaran dasar/peraturan dasar
LKSi Orsos yang tertulis.

3 Fotokopi struktur organisasi dan
personaiia pengurus LKS / Orsos.



4. Memiliki pr()gram dan kegiatan pela-vanan
dibidang pcnyelenggaraan kesejahteraan
sosial.

5. Memiliki alat sekretariat LKS/Orsos yang
jeias dan tepat ( Foto Papan Nama, Foto
bangunan kantor/ Gedung dan Foto
Kegiatan)

6. Fotokopi surat keterangan tentang
keberadaan LKS/Orsos dari pemerintah
desa/ kelurahan setempat.

7. Fotokopi Identitas Pengurus (KTP)
8. Daftar Nama dan Identitas Kelayan
9. Pas Foto Pengurus Ukuran 3 x 4 cm
10. Pas Foto Kelayan ukuran 3 x 4 cm
1 1. Memiliki Rekomendasi Bupati Bupati

(LKS/Orsos Baru ) dan Rekomendasi
LKKS Kabupaten.

c. Keteniuan Lain :

(1) Pendaftaran LKS/Orsos
Pendaftaran hanya dilakukan satu kali.
Apabiia terjadi perubahan yang berkaitan
dengan pengisian data pada formulir
pendattaran. maka pengurus LKS/(Jrsos
rnrajib memberitahukan kepada
Instansi/dinas sosiai setempat agar dapat
dilakukan perubahan atau pemutakhiran
data.

(2) Lembaga Kesejahteraan Sosiai
f Organisasi Sosial/ Yayasan yang
bersangkuta-n lvajib mendaftar ulang
setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan di'uraiibkan
memperbarui permohonan
pcndaitararrnya kembaii apai-riia rrlasa
rvaktu yang ditentukan telah berakhir.

(3) Formulir Pi'ndaftaran LKS/Orsos
Pendaftran LKS/ Orsos hanya
menggunakan satu format formulir
-- ^,^ -J ^C-^-^ _

irci iuar LaI ai I

2. Sistem, mekanisme,
prosedur

dan 1.

2.

Pemohon rnenyerahkan formulir
pendaftaran Lembaga Kesejahteraal:.
Sosial yilng telah diisi beserta
1-^t ^.^ -! -^ -r\L rL rrSr\o.yo. r 1r tf d..

Staf Dayasos mencatat atau meregister
Formulir Pendaftaran Lembaga
Kesejahter{lan Sosial
Staf Dayasos memeriksa kelengkapan
norqr.nrntn! r n.Jn inictrnsi yarifilzooi
y!rJjaiAaqii qUiIiiiiiOLtG€t, vLlilir\qJi

faktual dan menyerahkannya kepacia Sub
Koordinator Pemberdayaan Sosial
Sub Koordinator menviapkan bahan
Rekomendasi, Draf Tanda Daftar /Tanda
IJaftar- I llaner LKS Kahrrnaten danv..^::D

rnenyerahi<annya kepada Kepal:a Bidang
Pemberdavaan dan Rehabilitasi Sosial
untuk dipe r iksa dan diparaf
Kabici Memeriksa bahan rekomendasi dan
Draf Tar-rda Daftar LKS Kablr-paten,
apabila belurn benar dikembalikan ke Sub

J.

4.

5.



Koordinator Pemberdayaan Sosial untuk
diperbaiki, apabila benar diparaf untuk
diserahkan kepada Kepala Dinas Sosial
dan ditetapkan

6. Kepala Dinas Sosial menandatangani
Tanda Daftar / Tanda Daftar Ulang LKS

7. Staf Dayasos memberikan Nomor dan
Agenda

8. Menyamparkan dan men5rimpan arsip
Tanda Daftar f Tanda Daftar Ulang LKS
kepada LKS /Orsos Pemohon.

a Jangka waktu pelayanan Penyampaian hasil pendaftaran dan Daftar
Ulang Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan
Organisasi Sosial ( Orsos ) yang bergerak di
Bid.ang Usaha Kesejahteraan Sosial selambat-
lambatnya 14 hari setelah berkas Lengkap dan
benar diterima.

4. Biaya/tarif Tidak dipunzut biayalgratis
5. Produk pelayanan Tanda Daftar LKS/Orsos atau Tanda Daftar

Ulang LKS/Orsos
6. Penanganan pengaduan,

saran dan
masukan/ apresiasi

Sarana pengaduan yang disediakan:
1. Kotak Saranf Pengaduan
2. SP4N LAPOR

3. Face book @Dinas Sosial Kabupaten
Wonogiri)

4 Inql nc'rnrrr lt., A;n qnq rrtnnnoirilT. liiOLGEiGiii (rt uiiisvu-tivrrv6li i,

5. Telepon/Fa-x (0273) 321018

PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Dasar hukum Undang Nomor 11 Tahun 2OO9 tentang

Kesejahteraan Sosiai
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013
tentang Organisasi Kemasyarakatan;
Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2OO4
tentang perubahan atas Undang-Undang
n! ir \ a 4 1 An i / li{-i i\Oillor io l&.tllll] ZUV L Ienlang Iavasan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A74
tentang Pernerintahan Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara
E)^.^,,!-1;!- I.^l^.^^-:^ !\'t-*^- tr<O-7\r\uPLrr-,111.t\ l.l'r\lutlLsrd l\{rrllul J\-ro /,

sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Tnrlnnacia 'T'chrrn 1n11 \In,tnr ')?Q
laluvaruJtu I qIIqlt 1v1A f tvtlf vl Lv9.

Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2OO7 tentang kervenangan Pemerintah
Pr:o.rinsi, Kabupaten I Kota;
Peraturan Pernerinfah Nornor 39 Tahr.rn
20t2 tahf Dh d

r vr l L4raE; Denrzelen o oDrq)nr LrrjurLrr6sqrqqrr

Kesejahteraarr Scsiai
Peraturan Menteri Sosial RI Nomcr 184
Tahun 2011 tentang Lemhaga
Kesejahteraan Sosial.

1.

)

4.

5



8. Peraturan Menteri Sosial RI Nom.or 22
Tahun 2016 tentang Standar Nasional
Lembaga Kesei ahteraan Sosiai.

2. Sarana dan prasararla,
danlatau fasilitas

a. Ruang Pelayanan
b. Mushola
c. Kamar mandi
d. Ruang Laktasr
e F?r rano tl lnogt !----DD-'

f. Tempat Parkir
g. Fasilitas Difakrel yang terdiri dari :

- jalur landai dan pegangan rambat
- pintu masuk dan keluar yang mudah

ci.rakses

- kursi dan ruang tunggu prioritas
h. Perpustakaanl Ruang Baca
i. Tempat Displtry Produk UMKM
; r,'^--r1+6r'
.j . i\Urrilj u LL r

r). Kompetensi pelaksana a. Kepala Dinas Sosial : 51 semLla jurusan
diutamakan 32 ManajemenT 32 Iimu
Hukum/52 X,{agister Adm.Publiki52 yang
serumpun;

'o. Kepaia l;id.arLg Dayareirsos : Si semua
JLIrLlSan.

c. Koordinator Pemberdayaan Sosiai S1 semua
jurusan.

d. Verifikator Berkas Permohonan Hak : DIII
bidang N{anii;cmcn/Akuntansi/Sosial dan
Poiitik/Pemerintahan atau bidang lain yang
rele.van dengan tugas jabatan.

4. Pengawasan internal a. Pengawasan dilaksanakan secara
berjenjang oleh atasan langsung hingga
kepaia ciinas

b. Pengendalain dilakukan oleh sistem
pengendalian intern pemerintah (SPIP)

5. Jumlah pelaksana 2(dua)orang

6. Jaminan pelayanan Adanya keperstian persyaratan, prosedur,
proses, waktu, biava, dan didukung oleh
Sumber Daya Manusia yang berkompetensi
di bidang nrasing-masing sesuai dengan

^ l- -- T:1---- .-^: T--l-.--+--.-I LrBaS (lir.tl I. urrBsruauil.ta.rl
Adanya jaminan pemberian peiayanan
perizinan dan nonperizinan kepada
rnasvarakat dengan adil, akuntabel, dan
transparan
D ^1^^ ^ IlTlI\T
IJU iJciif ilI\l t

Pelayanan diberikan sesuai dengan standar
pelayanan dan akan diberikan kompensasi
sesuai dengir.n Keputusan Kepala Dinas
Sosial Nomor 37 Tahun 2024 Tentang
Pernberian Kcmpensasi Terhadap Pener"irna
La.yanan Yang Menerirna. Pelayan:tn Tidak
Sesuai Dengan Standar Pelayanan Pada
Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.

C

d

7. Jarninan keamanan dan
k-ese ! amat an pelar",'aI1 an

a. Terdapat CCTV Pengau,'as
b. Tersedia Alat Pemadam Api Eingan (APAR)



c. Terdapat Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul
d. Tersedia Kotak P3K
e" Tersedia Penyrmpanan Berkas dan Server

untuk menyimpan data.
f. Terdapat Petugas Keamanan

8. Evaluasi kinerj a pelaksana Survei Kepuasan Maslrarakat (SKM)
Evaluasi kinerja dilakukan rnelalui survei
kepu-a--sa-n miisya-ra-kat (SKM) cl.nga-n
mekanisme sebagai berikut:
1- Setiap pemohon yang telah merigurus izin

dan produk hasii lavanan dikeluarkan
din ajibkan mengisi kuesioner survei
r.^-,. 

-.,^-.^-^1.-^f 
lqtal\/TAUP ijciJdil rrr( rr V d I cii\ciL \Ja\Ivr.

2. Rekapitulasi data laporan hasil Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) dan hasil
indeks kepuasan masyarakat (IKM) pada
aplikasi survei kepuasan masyarakat
(SKivI).

3. Analisis data survei kepuasan masyarakat
(SKM) dalanr pembuatan Laporan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap
semester.

STIYARINI

SOSIAL
WONOGIzu



LAMPIRAN 4
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN

STAIYDAR PELAYAITAN
PENERBITAN IZIil PEITGUMPT'LAN UANG ATAU BARANG

DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN
I Persyaratan 1. Surat tancla dattar Organrsasr

Kernasyarakatan dari kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia;

2. Surat keteranga-n cl-omisili atau nomor
induk berusarha;

3. SK kepanitiaan/Surat Pembentukan
Panitia untuk penyelenggara- panitia
insidentiai;

4. Nornor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

5. Bukti setor pajak bumi dan bangunan I
surat sewa tempat;

6. Nomor rekening atau wadah/tempat
penampung hasiL penyelenggaraan PUB;

7. Kartu Tanda Penduduk direktur/ketua;
8. Surat pernrrataan keabsahan dokumen

legaiitas yang
direktur/ketua;

ditaldatangani

9. Surat pernyataan bermeterai cukup yang
menyatakan PUB tidak disalurkan untuk
kegiatan radikalisme, terorisme, dan
kegiatan ] ang
hukum;

bertentangan dengan

10. Tanda daftar Lembaga Kesejahteraarr Sosial
bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial;

Selain persyaratan pemohon harus
menviapkan:
a. Proposal yang memuat hal-hal sebagai

berikut:
1. Nama dan alamat penyeienggara;
2. Susunan pengurus penyelenggara;
a ttit--l--.---J --1 .- +--i-- ---=!^ -\). iviaKsijLi U.iri Lijj i-iiIII IJciIBLlIlipLrrdrl uaiiB

dan/atau barang;
4. Jangka u'etktu dan cara

menyelenggarakannya;
5, Luas w'ila_r'ah penyelenggaraan

l^- 
' '^-^ 

A-- | atorr lrara.rryyt-rlBurllPLlrala uaarS uqrr/ a La u uar 4115;

dan
6. Cara penlalr,rran uang dan/atau barang

yang diperoleh.



b. Contoh iklirn /promosi yang tidak
bertentangan dengan nilar-nilai
kemanustaan - (Bila ada)

2. Sistem, mekanisme, dan
prosedur

Petugas layanan menerima proposal dan
berkas perrnohonan lztn Pengumpulan
Uang atau [3arang.

Petugas 1a1'-a nan memeriksa kelengkapan
berkas sesuai persyaratan Apabila ada
kekurangan berkas maka dokumen akan
dikernbalikan ke pemohon r-rntuk
dilengkapi atau dilakukan perbaikan oleh
pemohon.

Apabila dokrlmen telah lengkap pemohon
diberikan tatrda terima pendaftaran,\'ang
berfungsi scbagai tanda penghitungan
jangka waktu peiayanan dimulai.

Apabila menrenuhi sSrarat, maka Bidang
Dayarehsos menyusun konsep surat Izin
Bupati Wonogiri Cq. Kepala Dinas Sosial.

Selanjutnya berkas dinaikkan kepada
Keoala f)inas Sosial untuk
ditandatangani.

Petugas la,y:rnan memberikan Surat lztn
PUB yang telah ditandatangani kepada
pemohon.

Pemohon dapat mengambil dokumen Izvn
Pengumpulan Uang atau Barang di Dinas
Sosial Katrupaten Wonogiri secara
mandiri.

1.

2.

6.

7.

-?
, Iangk.a r.rraktrr nelaYanan ,l?n.,ka .r,ak1rr Jalarn n!-os,es herkas diterirna

s/d penerbitan Izin Pengumpulan Uang Atau
Barang (PUB) maksimal l'2 hari kerja sejak
tanggal diterirnanya berkas permohonan secara
lengkap dan benar dalam kondisi normal

4 Riarra /terif Tid-a-k dipr-rng,rt bia-''la- / sra-ti.s
5. Produk pelayanan Izin Pengumpula,n Uang Atau Barang (PUB)

6. Penanganan pengaduan,
saran dan
maqr tkan /anresiasi/ '_l-_ -------

Sarana pengaduan yang disediakan:
1. Kotak Saran/Pengaduan
^ 

cnrt! r An4!rz. Jr+r\ r,f\r(ir\
3. Face book ((ir;Dinas Sosial Kabupaten

Wonogiri)
4. Instagram (iildinsos-u,onogiri)
5. Teiepon/Fax (A2731 321018

PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Dasar hukum 1. Undang-Unclang Nomor 9 Tahun 1961

tentang Pengumpulan Uang dan Barang
2. Undang-Unrlang Nomor 11 Tahun 2OO9

tentang Kssej a hte r a an Sosia-l
3- Unclang-Untlang Nornor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Reprublik Indonesia Tahun 2Al4
Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana teiah diubah dengan

3.

4.



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (LembeLran Negara Republik Indonesia
Tahun 2A22 Nomor 238, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841t;
Peraturan l]emerintah Nomor 29 Tahun
1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan
Sumbangan
Peraturan Pemerintah Nomor 16
Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengumpulan Dan Penggunaan
Sumbangan Masyarakat Bagi Penang-
anan Fakir Mrskrn
Permensos Nomor 8 Tahun 2O2l
TentangPenr-elenggaraan Pengumpulan
Uang atau Barang

) Sarana dan prasara.na,
dan/atau fasilitas

a.
b.
C.

d.
e.
fl.
(J
b.

Ruang Pelal,anan
Mushola
Kamar mancli
Ruang Laktasi
Ruang tunggu
,Tr^**^+ D^*L.'-r -uarrlJ<l- L l aa l\ rl

Fasilitas Diftibel yang terdiri dari :

- jalur landai dan pegangan rambat
- pintu masuk dan keluar yang mudah

diakses
- kursi dan ruang tunggu prioritas

h. Perpustakaan/ Ruang Baca
i. Tempat Display Produk UMKM
j. Komputer

3. Kompetensi pelaksana a. Kepaia Dinas Sosiai : Si semua jurusan
diutamakan 52 Manajemenl32 Ilmu
HukumlS2 Magister Adm.Publik/S2 yang
serurmpun;

b. Kepala bidamg Dayarehsos : 51 semua
:_.- __-

J Ur usarr
c. Koordinator Pemberdayaan Sosial S I

semua Jurusan
d. Verifikator Berkas Permohonan Hak : DIII

bidang Manajemen/Akuntansi/Sosial dan
D^'li+il- /f)^*..':6+^1^^- ^r^,, l--.;,.1 ^-- l^i'^I UriLii\/ rf-tll{ I lltLal-itil.ii. ii.Lciij uiuctrrEl rcttrt }d.iiE;
relevan dengan tugas jahatan

4. Pengawasan internal a. Pengawasan dilaksanakan secara
berjeniang oleh atasan langsung hingga
kepala dinas

'u. Ferrgenciaiain ciiiakukan oieh sisierrr
pengendalian intern pemerintah (SPIP)

5. Jumlah pelaksana 2(dua)orang

o. T'1u arr rrr rarl peia]/-arlail a. Acianya kepasiiarl persyaraian, prosed.i.rr,
proses, vr.aktu, biaya, dan didukung oleh
Sumtrer Dala Mzurusia yang berkompeLensi
di bidang rnasing-masing sesuai dengan
Tugas dan FunqsiJabatan



b. Adanya jaminan pemberian pelayanan
perizinan dan nonperizinan kepada
masyarakat dengan adil, akuntabel, dan
transparan

c. Bebas KKN
d. Peiayanan diberikan sesuai dengan standar'

pelayanan dan akan diberikan kompensasi
sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas
Sosial Nomor 37 Tahun 2024 Tentang
Pemberian Kompensasi Terhadap Penerima
La3ranan Yang Menerima Pelayanan Tidak
Sesuai Dengan Standar Pelayanan Pada
Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.

17t. Jaminan keamanan cian
keselamatan pelayanan

a.
b.
C.

d.
e.

Terclapat CC'TV Pengav,'as
Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
Terdapat Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul
Tersedia Kotak P3K
Tersedia Penyimpanan Berkas dan Server
untuk menlimpan ciata.
Terdapat Petugas Keamanan

8. Evaluasi kinerja pelaksana Surat Kepuasan Masyarakat (SKM)

Evaluasi kiner.ia dilakukan melalui survei
kepuasan masyarakat (SKM) dengan
rnekanisme sebagai berikut:
1. Setiap pemohon yang telah mengurlrs izin

dan produk hasil layanan dikeluarkan
dirvajibkan mengisi kuesioner survei
kepttasa n m a syaraka,t (SKM.

2. Rekapitulasi data laporan hasil Survei
Kepuasan Mas5rarakat (SKM) dan hasil
indeks kepuasan rnaslrarakat (IKM) pada
aplikasi survei kepuasan masyarakat
/eLztrt\tur\rvr, .

3. Analisis data surr..ei kepuasan masyarakat
(SKM) dalam pembuatan Laporan Survei
Kepuasan Masyarakat (SKM) setiap
semester.

DINAS SOSIAL
WONOGIRI

LISTIYARINI



LAMPIRAN 5
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN

STAITDAR PELAYANAfl
PENYEDIAAN JASA PEMANAMAN PGOT DAIT I(ELAYAIT PAI5TI.IOMPO

DINAS SOSIAL KABIIPATEN WOIYOGIRI

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN
1. Persyaratan 1, Persyaratan Teknis

a. Calon penerima manfaat adalah
Desa/Kelurahan atau Panti Sosial dan
Rumah Sakit di Kabupaten Wonogiri yang
bertanggungjawab atas penerimaan jasa
pemakamern PGOT atau warga panti;

2. Persyaratan Adrninistrasi
a. Surat laporan dari DesalKelurahan,

Kecamatan, Panti Sosial tentang PGOT
atau warga panti yang meninggal;

ir. Surat pt'rmohonan bantuan biava
pemakamern.

c" Fotokopi KK dan KTP apabiia memiiiki.

2. Sistem, mekanisme, dan
- , -, - ^1 ,-

IJr Ut,C(lLlr
1. Laporan dari masyarakat atau panti diterima

oieir peiugas.
2. Petugas Melaksanakan identivikasi laporan

dan pengecekan kelengkapan berkas.
3. Petugas melaksanakan survey ke lokasi yang

dilaporkan masyarakat atau panti ;
A D^+,,.-^^ *^1..!-^^.^,-!-^- 1-^^-J.:-.^^: r^.^-^.^T. r L LuEas rrrrrdNSdrrdAdrr ^rrlrr LtIltclJI LrUIltldrt

Instansi terkait dilakukan identifikasi;
5. Melaksanakan administrasi pemakaman;

J. Jargka waktu pelayanan Jangka u,aktu Jrurng diperlukan dalam proses
n^lat,^nnh 6^6^r.ffi a4- 

^4lnn 
nan^rima m.rnCnni

Pwict-r clr idr r p\-r lL i ri i id-d.r i Lcai.vi i yci iui tilid iiia iI i ii-;.i,ir

adalah 1 Hari.

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya/ tarif.

Produk pela-y'anan Bantuan biarra perna.karnan
6 Penanganan pengaduan,

saran dan
masukan/ apresiasi

Sarana pengaduan yang disediakan:
1. Kotak Saran/Pengaduan
2. SP4N LAPOR
3. Face book idDinas Sosial Kabupaten Wonogiri
4. Instagram @.dinsos_wonogiri
5. Telepon,/Fax (O273) 321018

PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Dasar hukum 1. UU No. 25 Th. 2OO9 tentang Pelavanan

hrtrlik;
2. Undang - undang Nomor 1i Tahu.n 2OOg

tentang kesejahteraan sosial (Lembaran
Negara Repriblik Indonesia Tahun 2009
Nornor 11, Tarnbahan Lcrnbaran Negara
Republik Indrinesia Nomor 4967]l



3. Undang-Undtrng Nomor 8 Tahun 24rc
tentang Penyandang Disabilitas

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2Ol2 tentang
Kesejahteraan Sosial

5. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No,8
Tahun 2013 tentang Kesetaraan dan
Pemberdayairn Difabel

6. Peraturan Bupati No 73 tahun 2OL4 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2013
tentang Kesetaraan dan Pemberdayaan
Difabel;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 fahun
2Ol2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol8
tentang Stanciar Peiayanan iviinimai;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor Tahun 2015 tentang
Penyelen ggar aar. Kesej ahte r aarr So siai ;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
i.iurr-ior 7 Ttrirun 2Ai5 tentang Feiayietran
Publik;

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer dan printer;
^ 

Al-...! -..1-1------- ^L^-:-.). .6'iaL Llu.iruiiiciiLd-Sr;
4. Sarana trans

Sarana dal prasarana,
dan/atau fasilitas

1. Pendidikan minimal SMA sederajat dan
memahami kriteria PPKS PGOT;

2. Memahami regulasi tentang standar
-^l^, ,.--, -_^J;^-- .i-^^ !.-^i-^-
i-iUici-yaIi.d.rr liLri'vL'Lira,c(1r Jd,.)o. PL'11ieti\ii.rrrrarr
PGOT dan kelayan Panti Jompo;

3. Mampu mengoprasikan komputer;
4. Mampu berkomunikasi clan menjalin relasi

dengan baik;
u. I uilli uuii u\ r rrlqr sqrurrr

persyaratan administrasi;
6. Mampu menganalisis dan menentukan

kelavakan hahvva kelayan adalah benar-
benar PGOT atau \ rarga panti;

7 l\/lamnr'! r.nerrr.rrqrrn lanoren hasil lreoialqn___ - _ '-/

Kompetensi pelaksana

Pengawasan internal 1. Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari
Peksos yang membidangi hingga Kepala
Dinas;

) Sistem nel:rnoi'an kesiatan nener-imaan
penerimaan jasa pemakaman PGOT
dilaksanakan 2 (dua) kali dalam I (satu)
tahun.

3. Pengawasan internal dilaksanakan secara
be{enjang oleh Peksos yang membidangi
dan Kepaia I)inas;

Jumlah pelaksana Maksimal 2 (dua) orang.

Penyelengaraafi

2.

J.

4.

5.



6. Jaminan pela5ranan 1. Pelayanan Pemberian bantuan bia5.a
pemakaman sesuai dengan Standar
Operasional Prosedur (SOP) dan norma
w'aktu yang tt:lah ditetapkan;

2. Penentuan kelayakan penerima manfaat
yang diterima berdasarkan pada kriteria
yang telah ditetapkan.

3. Pelayanan di'berikan sesLrai dengan standar
pelayanan dan akan diberikan kompensasi
sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas
Sosial Nomor 37 Tahun 2024 Tentang
Pemberian Kompensasi Terhadap Penerima
Layanan Yang Menerima Pelayanan Tidak
Sesuai Dengan Srandar Pelavanan Pada
Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.

7. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

1. Terdapat CCI'V Pengawas
2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
3. Terciapat Jairrr Evakuasi cian Titik Kumpui
4. Tersedia Kotark P3K
.5. Tersedia Penyimpanan Berkas dan Serv'er

untuk menvimpan data.
6" Terdapat Petrrgas Keamanan

6. Evaiuasi kinerja peiaksana i. Laporan evaiuasi kiner.la peiaksanaan
kegiatan pen.r'ediaan jasa pemakaman PGOT
dan keiayan panti disampaikan secara
berjenjang mulai dari Peksos yang
membidangi hingga Kepaia Dinas;

2. Secara 'uerkaia seiiap 2 (dtiaj kaii daiam i
(satu) tahun maupun apabila diperlukan
sert*aktu-waktu.

3. Laporan evaiuasi kinerja penyediaan jasa
pemakaman PGOT dan kelayan panti
l:..^*--^.:1-^.^ L^*:-.^j^.^- *.-l-; J^-lLrrsd-rrIParLarl JL ual a uL l-lLlr-larrx rllurdi ual l

Peksos yang membidangi hingga Kepala
Dinas;

INAS SOSIAL
WONCGIRI

STIYARINI



LAMPIRAN 6
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI
I{OMOR 47 TAHUN 2A24
TENTANG STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYAITAN
PEMBERIAIT LAYAITAII RUJI'I{AN

DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN
1. Persyaratan 1. Persyaratan 'leknis

b. Caion penerlma manlaat adalah
Pengemis. Gelandangan, Orang Terlantar
(PGOT) dan Penyandang Disabilitas;

c. Laporan dari masyarakat, Desa/
Kelurahan, Kecamatan atau Kepolisian
(Poisek/ P,>ires)

2. Persyaratan Administrasi
d. Surat laporan dari Desa/ Kelurahan

KepolisianKecamatan, atau
(Polsek/Polres)
Sura'r permohonan ruj ukan.
Fotokopi KK dan KTP apabila memiliki.

e.
f.

2. Sistem, mekanisme, dan
prosedur

1. Laporan dari masyarakat Desa/ Kelurahan
kecan'natan, atau kepolisian (Polsek/Polres)
diterima oleh petugas.

2. Feiugas rrielaksai.iakan i,ierrtivikasiT'
laporan.

3. Petugas melaksanakan survey ke lokasi
calon penerima manfaat.

4. Pertugas melaksanakan koordinasi dengan
I-^+^-^i +,.*1,^i+ fI^*-+; /\/^,.^^^.^ / D,,-^Lrlr.)rdlrr)r l\ IAaIL r dIILr/ r aYdsdrr/ I\Ltlllclll

Sakit/ Dinas Rujukan.
5. Melaksanakein administrasi rujukan.

a.). Jangka waktu pelayanan .Jangka waktu -vang diperlukan dalam proses
nnln.rah^h h^h^r_imaan noln^ ^^^^-ira^ -^-l-^^rPVrq.yqrtqll yUrlLr ltllqqlr UulVtl }/urrUl lIllq lltulllOut

adalah 2 (dua) I{ari.

4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya/tarif.

Produk pelayanan Qrrrat -^l-^^^^,1^-; -,';,.1-^^ A^-; T.\i-^- a^^,'^lUUIqL I UI\UIiIL tiUdOI I UJUnfir Udi r U-irrdo uUJrUr

Kabupaten Wonogiri
6. Penanganan pengaduan.

saran dan
masukan/apresiasi

Sarana pengaduan yang disediakan:
1. Kotak Saran/Pengaduan
2. SP4N LAPOR
3. Face book rlllfinas Sosial Kabupaten Wonogiri
4. Instagram (rr,dinsos_wonogiri
5. Teiepon/Fax (0273lr 32 1018

PEN GELOLAAN PELAYANAN
1. Dasar hukurn 1. UU No- 25 Th. 2OOq tentang Pelavanan

Publik;
2. Undang - undang Nomor 11 Tahun 2OO9

tentang ke sejahteraan sosial (Lembaran
Nesara Republik Indonesia Tahun 2OO9



Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik In<lonesia Nornor 4967)
Undang-Unrlang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pen.vandang Disabilitas
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun
2012 tentang
Kesejahteraiill Sosial

Penyelengaraan

Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No,8
Tahun 20)3 tentang Kesetaraan dan
Pemberdayaan Difabel
Peraturan Bupati No 73 tahun 2Ol4 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Wonogiri Nomor 8 Tahun 2Ol3
tentang Kesetaraan cian Pemberdayaan
Difabel;
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun
2Al2 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan
Pubiik;
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2Ol8
tentang Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan l)aerah Provinsi Jaw-a Tengah
Nomor Tahun 20 15 tentang
n , I I l-L n : 1rurr_ycrurlBgiJ r icicII l\trscJiirrLUr aii.rr |)usrar,
Peraturan l)aerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 7 Tahun 20i5 tentang Peiayanan
Publik;

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9,

10.

/lz. 6-_ .-.-_ .-.. - S^-- --,-- -iai-alla':14i1 irl-a Sai-al1a,
dan/atau fasilitas

1 A1-r T--1:- t/
1 . f1.rd-L r Lllrs r\.11Ir.ul ,

2. Komputer dan printer;
3. Aiat dokumentasi;
4. Sarana transportasi.

4J. Kompetensi pelaksana 1. Pendidikan minimal SMA sederajat dan
-^-^L^*i -^.^-i- f^-+.,^-^ i^:^^ J.:ltlLlrro.li(1,lrrr PUrrLr lrrr(1 lllallraaL Jcrlr5 urJcl Llr

rujuk baik f')GOT maupun difabel;
2. Nlemahami regulasi tentang standar

pelayanan rujukan;
3. Mampu mengoprasikan komputer;
A \1[nmnr: l-rerlrnmrrnilznqi r{on aoniolin rol-oi,r.",,,y* urrrr rLrqur

dengan baik;
5. Teliti dan *rrmat dalam memeriksa berkas

persyaratan administrast;
6. Mampu me nganalisis dan menentukan

keiavakan kela.ran bisa di terirna di instansi'-.--*J " *-*J

rujukan;
7. Mampu menJrusun laporan hasil kegiatan

rujukan,

4 Pengawasan internal 1 Dila-ksanp-[<.:r.r-t secara hsrjenjang mr-rJa-i rlari
Peksos yang membidangi hingga Kepala
Dinas;

2. Sistem pelaporan kegiatan pemberian
layanan rujukan dilaksanakan 2 (dua) kali
daiam 1 (satu) tahun.

3. Pengawasan internal dilaksanakan secara
berjenjang oleh Peksos yang membidangi
dan Kepala Dinas;

5. Jumlah pelaksana 2 (dual oranq.



6. Jaminan pelayanan 1. Pelayanan Pemberian layanan rujukan
sesuai dengan Standar Operasional
Prosedur (SOP) dan norma waktu yang telah
ditetapkan;

2. Penentuan kelayakan penerima manfaat
yang diterima berdasarkan pada kriteria
yang telah drtetapkan.

3. Pelayanan drberikan sesuai dengan standar
pelayanan dan akan diberikan kompensasi
sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas
Sosial Nomor 37 Tahun 2024 Tentang
Pemberian Kompensasi Terhadap Penerima
Layanan Yang Menerima Pelayanan Tidak
Sesuai Dengan Stanclar Peiayanan Pacia
Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.

7. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

1. Terdapat CCTV Pengarvas
2. Tersedia Alat- Pemadam Api Ringan (APAR)
3. Terciapat Jaiur Evakuasi cian Titik Kumpui
4. Tersedia Kotak P3K
5. Tersedia Penyimpanan Berkas cian Server

untuk menlrlmpan data.
6. Terdapat Petugas Keamanan
7. Feiayanan Fcm'oerian iayariarr rujukan yarlg

akuntabel dan transparan;
8" Penentuan kelayakan (elijibilitas) penerima

bantuan dilakukan dengan transparan dan
netralitas;

8. Evaluasi kinerja pelaksana 1. Laporan evaluasi kinerja pelaksanaan
kegiatan Pemberian layanan rujukan
disampaikan seca.ra berjenjang mulai dari
Peksos yang membidangi hingga Kepala
r-\i- ^ -.u il to.D ,

2. Secara berkala setiap 2 (dua) kali dalam 1

(satu) tahun maupun apabila diperlukan
sewaktu-inraktu.

3. Laporan evaluasi kinerja Pemberian layanan
-,,;,,1--- '{;--^*^^;1.^- l-^-;^-;^-^r uj Ufluir ui.rurralJurlrurl J!!Ur q VUiJUiiJUii6

mulai dari Peksos yang membidangi hingga
Kepala Dinas;

DINAS SOSIAL
N WONOGIRI



LAMPIRAN 7
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 47 TAHUN 2024

ENTANG STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAIT
PERMOHONAN tZtN PENGANGT{ATAN ANAr( ( ADOPST )

DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN
1. Persyaratan Syarat Material :

1. Sehat jasmani cian rohani
2. Usia 30 - 55 tahun
3. Beragama sama dengan CAA
4. tserkelakuan baik
5. Berstatus nrenikah paling singkat 5 tahun
6. Ticiakl -neium memiiiki anak atau hanya

memiliki satu anak
7. Memperoleh persetujuan anak dan izin

tertulis ortr.r f wali anak
8. Pernyataan bahwa pengangkatan anak

un'ruk kepeni-ingan ierbaik anak,
kejahteraan dan perlindungan anak

9. Laporan Sosial dari Pekerja Sosiai
10. Telah mengasuh paling singkat 6 bulan
11. Memperoleir rzrn dari Menteri danl atau

IllSLiLiit'i SUsrd-r

Syarat Administratif :

1. Legalisir I(TP dan KK ortu kandungi wali
CAA.

2. Legaiisir surat keterangan sehat COTA
rrq,,^lm; J^- Iot-i\ ,{^-; D,,-^1^ a^l-:+(Uqqrrrr uolr rOLr r, Ll4I I r\iiiiiqli Jcii\iL
Pemerintah.

3. Legalisir Surat Keterangan tentang fungsi
organ reproduksi COTA (Suami dan Istri)
dari Rumah Sakit Pemerintah.

4. Legalisir surat keterangan Kesehatan -ri'..va
COTA (Suami dan Istri) dari Dokter
Spsesialis Jiwa dari Rumah Sakit
Pemerintah.

5. Legalisir copy Akta Kelahiran COTA.
6 T,esalisir SLCK dari Kennlisian ( Pnlreq )

--o------- ' \ - "-- -"'i'

7. Legalisir Surat Nikah/ Akta Perkawinan
COTA.

B. Legalisir KK dan KTP COTA.
9. Legalisir Akte Kelahiran CAA.
10. Asli Surat Pernvataan Persetujuan CAA di

atas di atas kertas bermaterai cukup bagi
anak yang telah ma-mpu menyampaikan
pendapatnr a danl atau hasil laporan
Pekerja Sosial.

.l 1 Aslj Surat lzin deri ortu kandung /.ure.li/
kerabat CAA di atas kertas bermaterai,

12. Asli surat pernyataan tertulis di atas kertas
bermaterai cukup ]-ang menyatakan bahrva
pengangkatan anak adaiah demi
kepentingan terbaik bagi anak.



I

13. Asli surat pernyataan dari COTA secara
tertulis dia tas kertas bermaterai
cukupbahwa dokumen adalah sah dan
sesuai fakta sebenarnya.

14. AsIi surat pernyataan tertulis di atas kertas
bermaterai cukup bahwa COTA akan
memperlakukan anak angkat dan anak
kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan
hak-hak dan kebutuhan anak

15. Asli surat pe'rnyataan tertulis di atas kertas
bermaterai cukup bahwa COTA akan
memLreritahukan kepada anak angkatnya
tentang asal usulnya dengan
memperhatrkan kesiapan anak

16. Asli surat/ Berita Acara Penyerahan Anak
yang diketahui oleh Kepala Desa dan Kepaia
Instansi Sosial setempat

17. Asli surat rekomendasi dari Kepala Instansi
Sosiai Kabupatenl Kota

18. SK dari Kepala Instansi Sosial Pror.insi
Syarat Anak Yang Diangkat :

1. Belum berusia 18 tahun
- Anak belum berusia 6 tahun menjadi

prior-itas utalf-ra
- Anak berusia 6 s.d belum berusia 12

tahun, sepanjang acia aiasan yang
mendesak

- Anak berusia 12 s.d belum berusia 18
+ ^L.,* - ,^^-.i^-^ ^---'!,Ldl I r-rl l, 5L Pctr ucll lt3 d.r ldr\

perlindungan khusus
*^-^-1,,1-^.^llrLLrLf I 'tLll\d-rL

.\ trr^.---^^1-^-- ^.^^I-z. lvrtrI LrPal1,arr aI licls'

ditelantarkan
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam

l^-l-^ -^-,,1'-- ^--l-iL ri r vdE;G PL i tEGJuriqi I qllqr\

4. Memerlukan perlindungan khusus

+^-1 ^-^t^- ^+^..LCI IiC.IILiC.I A.LiC.LI

2. Sistem, mekanisme, dan
prosedur

COTA melakukan konsultasi terkait
persyaratan rjin pengangkatan anak ke
Dinaq Qnsial

COTA mememenuhi berkas pers5,aratan
,{-- ffahcr,-^rrIl-o- l-^-}roli 1.o T-\i-o..ualI lllulIElqIIIl/qrt\crrr r\urrauurr r\u urrrq!,

Sosiai
Petugas memverif,i.kasi kelengkapan berkas
perS)1a-!:a-ta-r
Apabila teiah lengkap dan memenuhi
nersr-ra! atAn Tim dari Dinas Sosiai akan
melakukan Home visit ke tempat tinggal
COTA, CAA dan Ortu Kandung CAA
Dibuat-kan Laporan Sosial berdasarkan
hasil Homevisit untuk menentukan
kelavakan (IOTA

_ _-J -------

Rekomendasi, Lapsos dan Pengiriman
Berkas ke Dinas Sosial Provinsi Jawa
Tengah (me ngantri untuk menunqzu sidang
PIPA)

3. Janeka waktu pelayanan 1 s,d 2 bulan ( hari keria )

4. Biava/tariff Gratis



5. Produk pelayanan Rekomendasi dari Ka. Dinas Sosial dan Laporan
Sosial dari Pekerja Sosial sebagai dasar untuk
mengirimkan h;erkas pengajuan ijin adopsi
COTA guna mengikuti sidang PIPA (

Permohonan Iiin Pengangkatan Anak )

6. Penanganan pengaduan.
saran dan
masukan/apresiasi

Sarana pengaduan yang disediakan:
1. Kotak Saran/Pengaduan
2. SP4N LAPOI{
3. Face book @ Dinas Sosial Kabupaten

Wonogiri
4. Instagram (t dinsos-wonogiri
5. Telepon/Fax (O273) 321018

PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Dasar hukum Undang-Undang Dasar L945

Undang-Undang Nomor li tahun 2OA9
tentang Kese-t ahteraan Sosial
Undang-Undirng Nomor 23 tahun 2OA2
tentang Perlindungan Anak sebagaimana
diubah daiarrr Undang-Undang nomor 35
tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2AO2
tentang Perlindungan Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 36/ i990
tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 541 2OAT
tentang Pengangkatan Anak
Peratnran Menteri Sosial Nomor 110,l 2OA9
tenrang Persr,'araran Pengangkatan Anak
Peraturan Menteri Sosial Nomor 21i 2A13
tentang Pengasuhan Anak

1.

2.

2. Sarana dal prasarana,
dan/atau fasilitas

1. Seperangkat Laptop/ PC

2. Jartngan telepon dan internet
3. Ruangan dan kursi untuk menerima

konsultasi
4. Kendaraan Dinas untuk melakukan home

visit
.) Kompetensi pelaksa-tra D^1.^-;^ e^^i^'l r )-^F^-.i^-^lI !LUl lq vvJrat I I vtuolvtlql

4. Pengawasan internal Pengawasan internal dilakukan melalui
supervisi langsung secara berjenjang mulai dari
Kepala Dinas. Sekretaris, Kepaia Bidang,
Pekeria Sosial

5" Jumlah pelaksana a ^-^^^z ui t,-iLi,.i

6. Jaminan pelayanan Pelayanan dibr:rikan sesuai dengan standar
pelayanan dan akan diberikan kompensasi
sesuai dengan [ieputusan Kepala Dinas Sosial
Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Pemberian
L'nmnancoci 1'e.hadon Dcnerimn T nvnnnn W^nry

Menerima Pelayanan Tidak Sesuai Dengan
Standar Pelavanan Pada Dinas Sosial
Kabupaten Wonogiri.

7. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelalranan

1. Terdapat CC'|V Pengawas
) 'l'prspd'iq Alar Pcrnadern Ani Pinoan (APARI

3, Terdapat Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul
4. Tersedia Kotztk P3K
5. Tersedia Penyimpanan Berkas dan Server

r.rntuk rnenyirnpan data.
6. Terd-apat Pettrgas Keamanan



8. i Evaluasi kinerja Pelaksana Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi
disampaikan kepada atasan langsung atau
sekretaris dinas secara berkala

AS SOSIAL



LAMPIRAN 8
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELI\YANAN
PENGIRIMAN ANAK TERLANTAR KE PANTI SOSIAL

DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN
1. Persyaratan 1. Persyaratan Teknis

a. Calon penerima mantaat adalah seorang
anak yang berjenis kelamin laki-laki atau
perempuan yang mengalami
permasalahan putus sekolah berusia
antara 14 - l8 Tahun;

b. Beium menikah;
c. Sehat jasmani dan rohani;
d. Mampu didik dan mampu latih;
e. Tidak sedang berhadapan dengan

hukum;
a n 1! Mr. Iferscura utasrarnaKall.

2. Persyaratan Administrasi
Rujukan dari Dinas Sosial/ Masyarakat/
Keluarga/Serah diri dengan membawa :

a. Fotocopy Akte Kelahiran;
l^ f:1^+- - - *-- ll - ..L== ,T\,- - l ^ T-l^.^ J..1. -1, /T-z4aTl\u. T ULUUUPJ r\d-l L(r r dlrLld, r srrLlLr.(lLlA [r\ r ry

bagi yang sudah memiliki;
c. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
d. Surat Keterangan Tidak Mampu

{SKTM)+Kelakuan baik;
E Qr r-^f P^l--^,-o-l^oi An-i If nlt,nnLnn IU. UUI AL I\LAVIIIVIIUAJT UAII I\VTqI 4L4LLI

Dinas Sosial Kabupaten I Kota

Penerima manfaat yaxg telah ditetapkal dan
teiah diverihkasi TKSK dan Pendamping PKH

2 Sistem, mekanisme, dan
prosedur

Calon penerima manfaat datang sendiri atau
didampingi oleh penanggungjau,ab
(keluarga / m asyarakat I aparat
desa/lurah/kecamatan) ke Dinas Sosiai
Kabupaten Wonogiri untuk mendaftarkan
diri sebagai calon penerima manfaat;
Petugas/Peksos men3,-erahkan frlrmulir
pendaftaran seleksi kepada calon penerima
manfaat Car:ri atau penanggung jainab;
Calon penerima manfaat danlatau
penanggunglann ab menerima forrnulir
pendaftaran seleksi, kemudian di isi sesuai
dengan petunjuk pengisian;
Calon penerima manfaat dan/atau
penanggunglarvab
kcicrrgkapau bcrls,as

menyerahkan
pcrsyarattrn

administrasr kepada petugas/ peksos;
Petugas rrienerima berkas. kemudian
n-.eneliti keiengkapan berkas pers"-.aratan
adrninistrasi calorr penerima manfaatl



Petugas/ Peksos meiaksanakan waw-ancara
kepada calon penerima manfaat dan
penanggung
(keluar ga / m asyarakal f ap ar at
de sa/ lurah/ kecamatan;

ja'"trrab

Petugas/Peksos menganalisa dater dan
menentukan kelayakan calon penerima
manfaat;
Petugas/Peksos menginformasikan dan
melaporkan hasil seieksi calon penerima
manfaat Kepaia Dinas Sosial Kabupaten
Wonogiri. Bagi calon penerima manfaat yang
memenuhi kriteria dibuatkan pengantar dari
Dinas Sostal KabuPaten Wtlnogtri,
sedangkan calon penerima manfaat yang
tidak memenuhi kriteria akan di rujuk ke
lembaga pel;r)'snan lainnYa;

9. Petugas/Peksos mengantarkan calon
penerima manfaat ke Panti Peiayanan Sosiai
Anak tujuan calon PM dalam menerima
bimbingal dan pelatihan ketrampiian;

6.

7.

8.

J. Jangka waktu pelavanan Jangka waktu.vang diperlukan dalam proses
p elay a-na-n p e n l rima-a-n c a-lo n p e n e ri ma m a-nfa-a-t

adalah 2 (dua) ram.
4. Biaya/tarif Tidak dipungut biaya/tarif.

5. Produk pelayanan Surat pengantirr dari Dinas Sosial Kabupaten
Wonogiri

6. Penanganan pengaduan,
saran dan
masukan/apresiasi

Sarana pengaduan yang disediakan:
1. Kotak Saran/Pengaduan
,2. SP4N LAPOR
3. Face book (c'r Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri
A lnsf oornm , i Arnqnq rvnnnryiri

5. Telepon/Fax (O273\ 32 1018
PEN GELOT-AAN PELAYANAN
1. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950

tentangPembentukan Provinsi Jawa
Tengah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2OO9
tentang Ke sej ahte r aarr Sosial;
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2Ol4
tentang Perlindungan Anak;
n - n : r 1 \T 

^n 
h 1rCI ALUI'AII TUIIICI.IIIIAII I\UIIIUI JY I AIIUTI

2012 tentang Penyelenggaraan
Kesejahteraan Sosial;
Peratu.ran Pemerintah Nomor 18 Tahun
2OL6 tentang Perangkat Daerah;
I-l^-^+--..^.^ lr^*^-:.^r^I^ NT^-^-. n /T^1^..,.^ .)r1l e}r-ci aLLtrall I sllrcl lirLatl i\uiriui z id-iiuii zuio
tentang St:rndar Pela5ranan Minimal;
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor Tahun 20 15 tentang
Penyelenggaraan Kesej ahteraan Sosial;
D^-^+,,*^- n^---1.- D-^";--; T^.,,.-'t.^--^[.r Lrdrurori udLiGll i auvrriJl udraG LLrtSqrr

Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelayanan
Pubiik;
Peraturan Menteri Sosial Nomor
30/HUi(/2oll tentang Standar Nasionai
Pengasuhan Anak;

1.

2.

i+-

7.

9.



tO. pe.atu.^., Menteri Sosial Nomor 8 Tahun
2A12 tenter-ng Pedoman Pendataan dan
Pengelolaan Data Penyandang Masalah
t<eselahteraan Sosial dan Potensi dan
Sumber Kesejahteraan Sosial;

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun
2A16 tentang Standar Nasional Lembaga
Kesejahteraan Sosial:

12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun
2Ol7 tentang Standar Rehabilitasi Sosial
denganPend ekatan Profesi Pekerj aan Sosial;

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun
2017 tentang Standar Nasional Sumber
Daya IVianusia
Kesej ahtertlan Sosial;

14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun
2018 tentang Standar Teknis Pelayanan
Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal
Biciang Sosiai Di Daerah Provinsi Dan Di
Daerah Kabupaten / Kota.

1. Alat Tulis Kantor;
2. Komputer rlan printer;
3. Alat dokumentasi;
4- Ruang seieksi & penerimaan 'oeserta

perlengkapannya;
5. Sarana transportasi.

Sarana dan prasarana,
dan/atau fasilitas

Pendidikan minimal SMA sederajat dan
sr-r-dah men gikuti pela,tiha-n d a sa r Pe kerj a-a n
Sosial;
Memahami regulasi tentang sta-nd-ar
pelayanan kesejahteraan sosial anaK;
Mampu mcngoprasikan komputer;
Mamnu ber:komunikasi dan menjaiin relasi
dengan baik;
Mampu men1rusun instrumen seleksi dan
pedoman \r.atrvancara;
Teliti dan r;ermat dalam memeriksa berkas
persyarata n administra si;
Mampu melakukan wawancara;
Mampu n-renganalisis dan menentukan
kelayakan calon penerima manfaat;
Mampu men]-usun laporan hasil kegiatan

Kompetensi pelaksana

Pengawasan internal 1. Dilaksanakan secara berjenjang mulai dari
Peksos yang membidangi hingga Kepala
Dinas;

2. Sistem pc'laporan kegiatan penerimaan
anak putus sekolah dilaksanakan 2 (dua)
kali dalam 1 (satu) tahun.

3. Pengawasan internal dilaksanakan secara
berjenjang oleh Peksos yang membidangi
dan Kepaia Dinas;

Itr-1-^1.-- ..r,1 r-1.--\ -.--.-rvldr{btlttdt Z l(-lLriA, Ul all

.Iaminan pelayanan 1. Pelayanan penerimaan anak putus sekolah
dilaksanakirn sesuai dengan Sianciar
Operasionai Proseciur (SOP) clan norrla
rvaktu yanq telah ditetapkan;

)

-o.
4.

5.

6.

7.
8.

9.



2. Penentuan kelayakan penerima manfaat
yang diterima berdasarkan pada kriteria
yang telah ditetapkan.

3. Pelayanan diberikan sesuai dengan standar
pelavanan dan akan diberikan kompensasi
sesuai dengrin Keputusan Kepaia Dinas
Sosial Nomor 37 Tahun 2A24 Tentang
Pemberian Kompensasi Terhadap Penerima
Layanan Yang Menerima Pelayanan Tidak
Sesuai Dengan Standar Pelayanan Pada
Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.

7. Jaminan keamanan dan
1-^-^t^--r^- ^^1AU oL lqIitu Lai r livJ,ct ! <-ti. tdi I

1. Terdapat CCTV Pengawas
2. Tersedia FJat Pemadam Api Ringal (APAR}
3. Terdapat Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul
4. Tersedia Kotak P3K
5- Tersedia Penyimpanan Berkas dan Server

untuk rnenyimpan data.
5. Terdapat Petugas Keamanan
7. Pelayanan penerimaan anak putus sekolah

dilaksanakan dengan nilenerapkan prinsip
pekerjaan sosial;

8. Penentuan kelayakan (elijibilitas) penerima
lnl'a-nfa-a-t yang d-iterima d-i1a-kr-:-kal d-engan
transparan dan netralitas;

9. Data dan informasi penerima manfaat
terj aga kerahasiannya.

8. Evaluasi kinerja peiaksana 1. Laporan ev;rluasi kinerja pelaksanaan
kegiatan penerimaan anak putus sekolah
disampaikan sec.ara berjenjang mulai dari
Peksos yang membidangi hingga Kepala
Dinas.

2. Secara berkala setiap 2 {dua) kali daiam 1

(satu) tahun maupr.tn apabila diperlukan
sewaktu-w'akru.

3" Laporan evaluasi kinerja penerimaan anak
putus sekr:lah disampaikan secara
berjenjang mulai dari Peksos J-ang
membrclangr iringga Kepaia Dinas.

NAS SOSIAL



LAMPIRAN 9
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAT{
PERMOHONAN INFORI,IASI PUBLIK

DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN
1. Persyaratan 1. Isian form permohonan informasi

2. Fotokopi KTP
Jika Pemohon Informasi adalah sebuah
lembaga/ organisasi, maka harus melampirkan:
7. AD ART Organisasi
8. Pengesahan iradan hukum lembaga,
9. SK kepengurusan dan
10. Identitas (KTA) atas nama pemohon

Iniormasi.
2. Sistem, mekanisme, dan

prosedur
1.

2.

J.

Pemohon menyampaikan permohonan
informasi yang dibutuhkan baik secara
iangsung cian ticiak iangsung.
Petugas menerima permohonan dan
melakukan pengecekan keiengkapan berkas.
Petugas melakukan registrasi berkas
permohonan informasi publik. Jika dokumen
/ iriforrrrasi -vang dirriinta ieiair tci-rnasuk
dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi
atau suciah rerciapat di rvebsite PPID, maka
langsung rliberikan kepada pemohon

atau bisa langsung diunduth olehinformasi,
-_-* ^1^ ^.^Pcii j.uiiurr informasi. r;1-^

L, II\d-

5

informasi/dokumentasi yang diminta belum
iermasuk ,ialam DIP, maka berkas
permohonan disampaikan kepada PPID
Pelaksana Drnas Sosial.
DDIT\ Dol^12. ona l-)ino< Qnciol mol .rlzrrlzonL L LU i LiqIlJqITU UVUIUI IAILTUI\UI\qTI

telaah terhadap permohonan informasi,
^^^1-;l^ 1-,,1 ^- +^-aalnan ;-f^-*^-.crPcilJj.j-d ULlr.alI LLrSUrUfrS llrrullrlasl -varr6
dikecualikan/bersifat rahasia maka
disiapkan berkas informasi yang di
butuhkan.
Memberikan informasi atau dokumen yang
ciiminta cleh pemohcn informasi yang telah
menandatangani tanda bukti penerimaan
informasi atrLu dokumen.

-.1 ,Ierroke uraktrr nelevana n 10 (sepuluh) hari ke4a- sejak permohona-n
Informasi diterima oleh PPID.

4 Biaya/tarif Tidak dipunsut biaya/sratis.
5. Produk pelayanan Informasi Publik
6. Penanganan pengaduan,

-oran rlan

masukan/apresiasi

Sarana pengaduan yang disediakan:
1 H-r..I-.- q--.,,' /Fr-"--'r!, '-,'r. IIULCTA U(rl Oirl r Urrsq\rL{c,lrr

2, SP4N LAPOR
3. Face book (a Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri
4, Instagram (.r,dinsos-w-onogiri
5. Telepon/ Fax (O27 3\ 32 10 18



PENGELOLAAN PELAYANAN
1. I Dasar hukum

I

1.

)

-J.

+

o.

7.

8.

9.

10.

11.

Undang-Unclang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan propinsi
Djaura Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia, tamggal 8 Agustus 195O);
Undang-Unciang Nomor i 1 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 20O8 Nomor 58, Tambrahan
Lembaran Negara Repubrlik Indonesia
Nomor 4843i;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Kcterbukaan lnlormasr publrk
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO8 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 50381;
Unciang-Unciang Nomor 25 Tahun 2OO9
tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OOg
Nomor 11.2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor a846);
Pera'r-uran Pemerirrtair i.iomor 58 Taiiun
2OO9 tenttrng Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia .fahun 2005 Nomor l+O,
Tambahan Lembaran Negara Republik
T--l^.-^^-'^ \T --^,- A -70\-rrlLlulrcslia 1\(/I-t.tu.t +J / ol:
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indcnesia Tahun 2OLO Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nc.imor 5 i49);
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 3
Tahun 2Ol7 tentang Pedoman Pengelolaan
Pela5ranan Informasi dan Dckumentasi di
Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun
2427 tentang Standar Layanan Informasi
Prrhiik'
Peraturan I)aerah Kabupaten Wonogiri
Nomor 1 Tahun 2Al4 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Daerah
Kabupaten Wonogiri Tahun 2Ol4 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Wonogiri Nomor 130);
Peraturan Burpati Wonogiri Nomor 57 Tahun
2A2l tentans Pengelolaan dan Pelavanan
Informasi dan Dokumentasi Publik di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten
Wonogiri Tahun 2027 Nomor 59);

2. Sarana dan prasarana,
dan/atau fasilitas

Form permohilnan informasi
Buku tamu
Seperangkat ilC
Jaringan telelton dan internet

1

2
-r)
4



5. ID Card Petugas
6. Kursi dan sarana tunggu lain

-.), Kompetensi pelaksana 1. Lulusan SMA/S1
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman

terkait pelayanan informasi.
3. Mempunyai kemampan dalam menerima

dan komunikasi verbal yang baik.
4. Ramah dan sopan.

4. Pengawasan internal Penga',l,asan interrnal ini lebih berorientasi pada
preventif, tidak semata pada kuratif atau
penindakan.

5. Jumlah pelaksana 16 Oralg.
5. -Iaminan pelayanan I Terlarrnninrra ner-rnohnnan infrrr-rrrasi nrrhlik

------J* r-- r----^-
sesuai dengan Undang-Undang Nomor L4
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik.

2. Pelayanan diberikan sesuai dengan standar
pela-1,'anan clirn a-ka-n diberikan kompen.sasi
sesuai dengan Keputusan Kepaia Dinas
Sosial Nomor 37 Tahun 2024 Tentang
Pemberian Kompensasi Terhadap Penerima
Layanan Yang Menerima Pelayanan Tidak
Sesuai Dengan Standar Pelavanan Pada
Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri.

7. Jaminan keamanan dan
keselamatan pelayanan

Tersedian'ya:
1. Petugas I(eamanan.
2. Sarana dan Prasaranan yang digunakan

dalam rzingka pelavanan tidak
membahayan a penggr.rna 1a5.2n"rr.

3, Sarana obat P3K.
4. Sarana peralatal APAR (Alat Pemadam

Kebakaran)
5. Adany'a pemasangan CCTV
6. Sarana Parkir
7. Tersedianya ialur evakuasi dan titik kumpul.

8. Evaluasi kinerj a pelaksana Evaluasi kinerja dilaksanakan setiap tahun
dilakukan inovasi sesuai dengan
perkembangan teknologi untuk meningkatkan
kualitas dan iavanan informasi kepada r:ubiik.

SOSIAL
WONOGIRI



LAMPII{AN 10
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
SO SIAI, KABUPATEN WONOGIRI
i.[OIviOi< TAHUI'{ 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN
PENGADUAN MASYARAKAT

DINAS SOSIAL KABUPATEN WONOGIRI

NO KOMPONEN URAIAN

PENYAMPAIAN PELAYANAN
1. Perslraratan 1. Foto kopi KTP/ Identitas Diri (secara tatap

muka)
2. Scan Foto kopi KTP (secara online)
3. No telpon identitas pengadu
4. Forrn Pengadr.ran Masyarakat

2. Sistem, mekanisme, dan
prosedur

Petugas layanan Menerima
mengeicientrfikasi ariuan

aduan,
clan

mendokumentasikan atau meregister (baik
secara oniine maupun secara tatap muka).
Petugas lar anan memeriksa aduan yang
telah tercat i lt/ terregi stcr.
Petugas iayunan meiaporkan aciuan kepacia
Kasi/Koordrnator atau Pen5ruluh Sosial
sesuai dengan bidang acluan.
Kasi/Koordrnator atau Pen3,.uluh Sosial
menerima: mencatat. mengidentifikasi dan
i-Renga-riaiis r s pcr-niasaiairan :v a1rg tiiira,iapi
pelapor kemudian menyusun draf javi,aban
aduan.
Ketua Tim Aduan memeriksa draf jawaban
memberikan koreksi, disposisi serta
6 ^-^ ^+rlJur DL LUJ Uqrr.

Petugas menyampaikan aduan yang relah di
tanggapi (secara onLine maupun tatap
muka)

-.). Jangka waktu pelayanan
1- 14 Hari ker-1a menvesuaikan sesuai dengan
tingkat kesulitan aduan dan permintaan
informasi.

4. Biaya/tarif Tidak dipunzut biaya/ gratis.
Produk pelayanan Pelayanan Pengaduan

(. Pcnanoanen r.rcnoqd r rqn

saran clan
masukan/apresiasi

Sarana nensad.t't-an varls disediakan:
1. Kotak Saran/Pengaduan
2. SP4N LAPOR
3. Face book

@Dinas Sosial Kabupaten Wonogiri)
4. Instagram @dinsos_wonogiri)
5. Telepon lFax {O27 31 32 10 18

PENGELOLAAN PELAYANAN
1. Dasar hukurn 1, lJndang-Undang Nomor 37 Tahr"rn 2008

tenta,ng Ombr-r-dsma.n Republik Inqlonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan

2.

4.

6.



Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 48991;
Undang-Unclang Nomor 23 Tahun 2Ol4
tentang Pernerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OI4
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan I'emerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Repu"biik Inclonesia Nomor o757);
Peraturan Presiden Republik Indonesia
Nomor 76 Tahun 2Ol3 tentang Pengeloian
Pengaduan Peiayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013
i.iomor i9i);

2.

J

2. Sarana dan prasarana,
dani atau fasiiitas

1. Alat tulis kantor.
2. I(omputer/N<,tebook.
3. Printer, Scanner.
4. Telepon, Mesrn faksimile.
5. in'r-erne-r-.
6. Kotak saran,
7. Ruang pengaduan.

J. Kompetensi pelaksana 1. Lulusan SMA/S1
2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman

terkait pelayanan pengaduan.
3. Mempunyai kemampan dalam menerima dan

komunikasi verbal yang baik.
4. Ramah dan sopan.

At. Da-corr.os^- i-t---^1r Lrrtsqil qJqrr rla\L l i id r I f\iloL.qonalro'. qa-aro ha-io-io-- 
-rr'1..i 

.lo*iL. UiI4rlDAII4I\qri -LUqr a ULiJLrrJqr16 rriUr*i Uqr i

Kasubag Unrum dan kepegavvaian hingga
Kepala Dinas Sosial;

2. Sistem pelaporan pengelolaan pengaduan
dilaksanakan setiap 3 (Tieal Bulan sekali .

q Tr rrn'l al-r rrelalzaan a
tJvarArvurq

17 Orqrcr ter crchrrno rlalarr Tir.n Pcncrar{rrcn

6. Jaminan pelaya-nan Pelayanan diberikan sesuai dengan standar
pelayanan dan akan diberikan kompensasi
sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial
Norncr 37 Tahun 2024 Tentang Pennl-rerian
Kompensasi Terhadap Penerima Layanan Yang
Menerima pslsri-anon Tidak Sesuai Dengan
Standar Pela) anan Pada Dinas Sosial
Kabupaten Wonogiri.

,Ia-minan keamanan d-a-n

keselamatan pelayanan
1. Terclapat CCI'V Penga.rta-s
2. Tersedia Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
3. Terdanat.Iahrr Evakuasi dan Titik Krrmnul
4. Tersedia Kotak P3K
5. Tersedia Penl.impanan Berkas dan Server

untuk menvimpan data.
6- Terdapat Petugas Kearnanan
7. Data dan informasi penerima manfaat t-eqjaga

kerahasiannva.



8. I Evaluasi kinerja pelaksana i Evaluasi kinerrja pelaksana pelayanan
dikakukan setiap 6 (enam) bulan

Kegiatan evaluasi dilaksanakan secara
berjenjang.

DINAS SOSIAL
N WONOGIRI


